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ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia banyak sekali kekurangan dalam
hal tahapan perhitungan suara oleh KPU/KPUD vyang tentunya membutuhkan
waktu yang cukup lama. Maka dari itu mulai muncul lembaga-lembaga survei
yang melakukan perhitungan suara secara cepat atau yang disebut Quick Count.
Pasal 449 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dijelaskan bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat pemilu hanya
boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di
wilayah Indonesia bagian barat. Itulah yang menjadi dasar diajukannya uji materi
olen AROPI ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan hak
konstitusionalnya. Berdasarkan pengajuan uji materi tersebut Mahkamah
memutuskan dalam putusan nomor 25/PUU-XV11-2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research)
yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal,
majalah, naskah, dokumen dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan dari buku, jurnal, skripsi dan
dokumen yang valid berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor
25/PUU/XVI11/2019. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian
dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan
proses analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan
menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses
analisis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dari sumber
pustaka yakni peraturan perudang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah,
serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam
penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdapat tiga focus permasalahan yang
diangkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI1/2019,
yakni bagaimana legal standing para pemohon menurut siyasah dusturiyyah,
bagaimana amar putusan dan bagaimana maslahah memandang alasan majelis
hakim.

Hasil penelitian menunjukan bahwa legal standing para pemohon dalam
pengujian: uji materi tersebut tidak bertentangan dalam siyasah dusturiyyah.
Namun, untuk syarat mengajukan uji materi ~tidak diatur dalam siyasah
dusturiyyah.  Alasan majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan uji
materi para pemohon sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, dimana untuk
menjaga kemurnian suara pemilih yang dengan selisih waktu 1 jam disetiap
wilayah Indonesia sangat tepat apabila hasil hitung cepat dipublikasikan 2 (dua)
jam setelah pemilihan selesai.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Dusturiyyah, Maslahah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

Vi

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

) Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& sa’ N s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

C Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh Kdan h

> Dal D De

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)

B Ra’ R Er

) za’ Z Zet

s Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

P Sad S Es (dengan titik di bawah)
P Dad d De (dengan titik di bawah)
b Ta t Te (dengan titik di bawah)




L 7’ % Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
t Gain G Ge

o Fa’ F Ef

R Qaf Q Qi

3 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

o Niin N ‘en

9 Wawu w w

2 Ha’ H Ha

s Hamzah ; Apostrof

S Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

3ldx4 Ditulis Mutaiaddidah

dac Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

vii



s Ditulis hikmah

L Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbuatah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

W3y 3\-“\)5 Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bilata’ Marbutah hidup dengan harakat fathas, kasraz dan dammah ditulis t

)sz\ i&:} Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

g Jathah .

- Ditulis A
Kasrah _}

= Ditulis I

g dammah A Y

- Ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah+alif Ditulis A
1

Alals Ditulis Jahiliyyah
2 | fathah+tya’ mati Ditulis A
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et Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AP Ditulis Karim
A dammah+wawu mati Ditulis U
U s B Ditulis Sfurid
F. Vokal Rangkap
. fathah+ya’ mati Ditulis Ai
& Ditulis bainakum
5 fathah+wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (*)

1 | A& Ditulis a’antum

2 | Ak Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang Al/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.



ol ol Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Aflif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

sed] Ditulis as-Sama

ol Ditulis as-Syams

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata ~dalam rangkaian kalimat ditulis. menurut bunyi atau

pengucapannya.
Ditulis Zawi al+furid
LIV Al Ditulis ahlas-Sunnah

. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.



b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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MOTTO

“Dalam hidup boleh saja kehilangan apa saja. Satu yang tidak boleh hilang
adalan harapan, karena hawa harapav yang wmembuat kita layak untuk

hidup”
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BAB |

PENDAHULUAN
A Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kebebasan yang
bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan
kualitas setiap warga negara sebagai perwujudtan hak dan tanggung jawab dalam
kehidupan berdemokrasi sebagai suatu asas yang timbul dalam diri masyarakayt
dalam upaya pengawasan. Maka dari itu guna tercipta dan wujudnya Pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai

pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tentunya
masih banyak sekali kekurangan seperti pada tahap perhitungan suara yang
dilakukan oleh KPU/KPUD yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama,
terlebih'juga kalau ditinjau dari segi geografis yaitu wilayah yang sulit dijangkau
untuk memperoleh-. informasi, - sehingga - hasil pemilu -tidak dapat segera di
publikasikan di publik. Dalam jangka waktu yang cukup lama ini bisa
menimbulkan ketidakpastian atau kekosongan politik yang mengancam stabilitas
nasional suatu negara atau wilayah. Selain itu juga dapat menimbulkan adanya
manipulasi perolehan sauara juga bersifat rentan akan kecurangan. Dalam
mengawasi akan hasil pemilu agar tidak terjadi kecurangan dibutuhkan suatu alat

kontrol yaitu berupa data pembanding terhadap hasil perhitungan manual KPU.



Maka dari itu mulai muncul lembaga-lembaga survei yang melakukan

perhitungan suara secara cepat atau yang disebut Quick Count.

Quick Count atau perhitungan suara cepat adalah prediksi hasil Pemilu
berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Banyak contoh membuktikan bahwa
quick count dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggaraan Pemilu

atau Pilkada dan memberikan legitimasi terhadap proses Pemilu atau Pilkada.t

Quick count di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1997 oleh LP3ES
(Lembaga Pelatihan Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial) pada akhir masa
pemilu di reszim Presiden Soeharto yang dilakukan secara diam diam dengan
bekerja sama dengan salah satu kekuatan politik. Pada pemilu tahun 1999, LP3ES
dengan quick count berhasil juga memprediksi secara tepat urutan partai dan
presentase suara di provinsi NTB dan pulau Jawa. Pada pemilu tahun 2004 ,
LP3ES kembali membuat quick count bekerjasama dengan National Democratic
Institute for International Affairs (NDI), lembaga internasional dari Amerika yang

sudah terbiasa dengan perhitungan cepat.?

Pada pasal 449 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7-Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara

di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut berarti pengumuman hasil hitung

! Demokrawati Figa A. 2014 “Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode
Stratified Random Sampling (Studi Kasus Pemilu Walikota Bandung 2013)”
http://repository.upi.edu/15528/4/S MTK_1003117 chapterl.pdf, diakses pada tanggal 10
Agustus 2019

2 Krismiantini, disampaikan dalam makalah “Pengumpulan Data Dengan Quick Count
dan Exit Pol” (Yogyakarta: FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2007), him.2



http://repository.upi.edu/15528/4/S_MTK_1003117_chapter1.pdf

cepat tidak boleh ditampilkan pada saat pemilu masih berlangsung. Pasal tersebut
yang menjadi dasar diajukannya Judicial Review terhadap pasal 449 ayat (2), ayat
(5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu.
Pada pemilu sebelumnya juga para lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi
Riset Opini Publik (AROPI) mengajukan Judicial Review terhadap pasal 247 ayat
(2), ayat (5), ayat (6), pasal 291 dan pasal 317 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Pada saat itu
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan gugatan 24/PUU-XI11/2014 dan

artinya quick count bisa dipublikasikan kapan saja.

Hal ini yang membuat Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) dan Asosiasi
Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) kembali mengajukan pemohonan Juducial
Review pada pemilu 2019. Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan
dengan pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F UUD 1945 karena dianggap

menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapat informasi.>

Berdasarkan;latar: belakang diatas peneliti tertaeik untuk mengkaji tentang

Putusan Makhakah Konstitusi Nomar 25/PUU-XV11/2019 perspektif Maslahah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

3 Burhanudin Muhtadi, Civil Society dan Demokrasi : Survei Tentang Partisipasi
Politik, (Jakarta: INCIS, 2003), him. 23



1. Bagaimana legal standing para pemohon dalam putusan MK No.
25/PUU/XVI11/2019 menurut Siyasah Dusturiyyah?
2. Bagaimana Maslahah memandang amar putusan dalam putusan MK No.
25/PUU/IXV11/2019?
3. Bagaimana Maslahah memandang analisis Majelis Hakim dalam putusan
MK No. 25/PUU/XV11/2019?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menelaah legal standing para pemohon terhadap putusan MK
No. 25/PUU/XVI11/2019.
b. Untuk menelaah amar putusan MK No. 25/PUU/XV11/2019.
c. Untuk menelaah alasan majelis hakim terhadap putusan MK No.
25/PUU/XVI11/2019.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari. hasil. penelitian yang dilakukan ini, .diharapkan dapat menambah
ataupun memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum bagi penulis serta
untuk menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang

ilmu ketatanegaraan

b. Kegunaan Praktis



Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan
mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga pemangku kebijakan dalam

menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapat
gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan
penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak
terjadi pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang penulis menelaah beberapa karya
ilmiah, belum ada pembahasan secara mendetail tentang putusan mk nomor
25/PUU-XVI11/2019. Teteapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan

rujukan, diantaranya adalah:

Pertama jurnal karya Robi Cahyadi dengan judul “ Quick Count (Metode
Hitung Cepat) dalam Perspektif Pemilukada”. Dalam penulisan ini mempunyai
hasil bahwa quick count dapat mencegah kecurangan dalam pemilu, memprediksi
hasil perhitungan. suara, meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu dan
hasil akhir melalui laporan kualitas proses pemilu dengan data kualitatif yang
diperoleh, mendorong partisipasi masyarakat untuk:peduli dan menjadi relawan

pemantauan.*

Kedua jurnal ilmiah karya Abdul Wahib dengan judul “Quick Count: Hak

Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”. Dalam jurnal ini merupakan bagian

4 Robi Cahyadi “Quick Count (Metode Hitung Cepat) dalam Perspektif Pemilukada”,
jurnal FISIP Universitas Lampung, 2013.



dari analisis putusan yang dikeluarkan olen Mahkamah Konstitudsi terkait
permohonan judicial review yang diajukan oleh Denny JA dan asosiasi riset opini
publik (AROPI) terkait pengumuman hasil suevey pada hari tenang dan hasil
quick count pada hari pemilihan umum tahun 2004. Dalam jurnal tersebut
membasa tentang Hak atas Informasi yang merupakan hak fundamental setiap
warga negara yang dijamin oleh konstitusi maupun produk perundang undangan
di Indonesia. Namun walaupun sudah memiliki jaminan konstitusional, sering kali
menimbulkan gugatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa
dirugikan kepentingan-kepetingannya. Jadi peran serta masyarakat dalam
mengawasi agar para lembaga survei quick count tetap jujur, objektif, dan tidak
memihak kepada kepentingan kelompok®. Perbedaan dari skripsi ini adalah
penulis berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XV11/2019
yang terdapat beberapa permohonan pengajuan konstitiusionalitas pada pasal 449
ayat (2), ayat (5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) dalam putusan
ini yang dilakukan judicial review oleh MK adalah Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017.

Ketiga skripsi “yang disusun oleh™ Ahmad 1lham “Adha yang berjudul
“Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Sebagai Bentuk
Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI1/2014)”. Ia

membahas tentang quick count sebagai sarana masyarakat dalam partisipasi dan

% Abdul Wahab “Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”, jurnal
Konstitusi volume 6 nomor 3, 2009.



pengawasan dalam pemilu tahun 2014 berdasarkan putusan mk nomor 24/PUU-
X11/2014. Hassil dari penelitian tersebut bahwa putusan mahkamah kosntitusi
sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan hak sipil dan
politik. Kegiatan hitung cepat (quick count) sebagai HAM yang termasuk
derogable righs, quik count juga sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam
mempersempit kemungkinan kecurangan dalam tahap rekapitulasi perhitungan
suara.b Berbeda dengan penelitian yang penulis susun, dimana dalam penelitian
ini maksut dari putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XII/2019

berdasarkan perpektif maslahah.

Keempat skripsi yang disusun oleh Nur Hidayah dengan judul “Analisis
Quick Count Metode Multistage Random Sampling Estimasi Konfidensi Interval
Menggunakan Metode Bayes” . Ia membahas tentang perhitungan inferensi
statistik mencari proposi ukuran sampel quick count metode Multistage Random
Sampling mewakili populasi dengan mengestimasi konfidensi interval
menggunakan metode Bayes. Serta menganalisis tentang akurasi dan presisi quick
count Pemilihan Umum Presiden 2014 oleh Lembaga Survei.Indonesia. Dengan
tekhnil "Multistage Random Sampling oleh “Lembaga Survei Indonesia pada
pemilu tahun 2014 diperoleh ukuran sampel secara “proporsional di tingkat
provinsi dan secara acak di tingkat Kabupaten/Kota dari 1.568.217 pemilih
tersempel yang tersebar di 3990 tps sehingga estimasi konfidensi interval dengan

metode bayes menghasilkan rentang proporsi pemilih kandidat 1 adalah 47,02%

6 Ahmad Ilham Adha “Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Cont)
Sebagai Bentuk Pengawasan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu”, skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2017)



dan kandidat 2 52,98%. Oleh karena itu urutan perolehan suara untuk setiap
kandidat adalah sama antara KPU dan LSI maka LSI pada pemilu 2014 memiliki
akurasi yang tinggi dan karena selisih hasil perhitugannya masih terletak dalam
batas kesalahan yang ditoleransi maka LSI juga memiliki presisi yang tinggi.
Analisis tersebut pada intinya quick count dan Multistage Random Sampling
untuk menganalisis seberapa akurat dan presisi suatu lembaga dengan tekhnik
analisis inferensi statistika salah satunya dengan metode bayes pada lembaga
peneliti yang terpilih sebagai studi kasus. Paada peneliti tersebut analisis quick
count digunakan software khusus yang dijalankan oleh oerganisasi lembaga
peneliti yang praktis dan bersifat rahasia, namun harus lebih mengetahui terlebih
dahulu perhitungan secara manualnya.” Perbedaan dari skripsi ini adalah penulis
berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XV11/2019 yang
terdapat beberapa permohonan pengajuan konstitiusionalitas pada pasal 449 ayat
(2), ayat (5), pasal 509 ayat (1) dan pasal 540 ayat (1) dan (2) dalam putusan ini
yang dilakukan judicial review oleh MK adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017.

Kelima'jurnal Karya Rina Yuli Astuti “Implikasi Putusan Mk atas Judicial
Review UU No. 10 Tahun 2008 pasal 245 Terkait Larangan Survei, Jajak
Pendapat dan Quick Count pada Hari Tenang dan Pelaksanaan Pemilu” la
membahas tentang keberadaan lembaga survey yang memiliki peran signifikan

dalam memberikan informasi tentang pemilu dan perlibatan partisipasi rakyat

7 Nur Hidayah dengan judul “Analisis Quick Count Metode Multistage Random
Sampling Estimasi Konfidensi Interval Menggunakan Metode Bayes” skripsi Fakultas Matematika
dan  llmu  Pengetahuan  Alam  Universitas Negeri Semarang (2017)  diakses
https://lib.unnes.ac.id/26607/, pada tanggal 10 Agustus 2019.



https://lib.unnes.ac.id/26607/

dalam pemilu, sayangnya lembaga survey tersebut tidak disertai perangkat hukum
yang memadahi. Eksistensi lembaga survei memiliki peran besar dalam
memberikan informasi yang transparan pada proses pernghitungan cepat hasil
perolehan suara pemilu. Sisi yang lain tanpa koridor yang jelas membuat pemilu
akan ter ancam terganggu dan publik dapat dirugikan atas informasi yang keliru.
Ketiadaan peraturan memunculkan kesan dunia lembaga survei bak dunia “antah
berantah”. Tudingan miring pun muncul, mulai dari isu objektivitas, validitas
data, dan yang paling miris adalah survei pesanan. Lembaga survei memang
rentan dipersoalkan independensinya. Pengaturan tentang lembaga survei maupun
penghitungan cepat olen Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah
sepatutnya, namun pengaturan tersebut harus proporsional. Namun berbagai
catatan atas pengaturan dan pembatasan lembaga survei dalam UU No0.10/2008
dan Peraturan KPU No.40/ 2008 dinilai terlalu berlebihan dan memasuki ranah
privat terutama dalam Pasal 245 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 282, 307 UU No.10
tahun 2008. Yang akhirnya diajukan judicial review oleh Asosiasi Riset Opini
Publik yang kemudian dikabulkan oleh MK dengan membatalkan pasal tersebut
dan menyatakan bertentangan dengan- UUD 1945 dan: dinyatakan tidak
mempunyai Kekuatan hukum mengikat. Mahmah Konstitusi dianggap telah
menegakkan kebebasan akademik dan telah memulihkan demokrasi yang
sehat.Implikasi secara nyata atas putusan tersebut lembaga survei dibebaskan dan
diperbolenkan melakukan survei pada hari tenang dan mengumumkan

perhitungan secara cepat perolehan suara pemilu pada hari pelaksanaan pemilu.®

8 Rin Yuli Astuti “Implikasi Putusan Mk atas Judicial Review UU No. 10 Tahun 2008
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Berbeda dengan penelitian yang penulis susun, dimana dalam penelitian ini
maksut dari putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-X11/2019 berdasarkan

perpektif maslahah.

E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini
adalah teori siyasah dusturiyyah dan maslahah.

1. Konsep Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain
konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu,
kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan
timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara
yang wajib dilindungi.’

Pembahasan mengenai kebebasan hak juga terdapat di dalam siyasah
dusturiyah. -Kebebasan -hak tersebut -secara garis besar terbagi kepadaa tiga

pembagian:

pasal 245 Terkait Larangan Survei, Jajak Pendapat dan Quick Count pada Hari Tenang dan
Pelaksanaan Pemilu” Volume 11, No 1, Juni 2009 hlm 43 jurnal Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang (2009) diakses
https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20M
uhammadiyah%20Magelang.pdf, pada tanggal 10 Agustus 2019

® Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Kencana, 2014), him. 177.



https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20Muhammadiyah%20Magelang.pdf
https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20Muhammadiyah%20Magelang.pdf
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1. Kebebasan yang bersifat individu (al-Hurriyat al-Syakhshiyyah)?©
a. Kebebasan beragama
b. Kebebasan keamanan
c. Kebebasan atau hak mendapatkan tempat tinggal
d. Kebebasan bergerak dan bertindak
2. Kebebasan berfikir (al-Hurriyat al-Fikr)
a. Kebebasan berkeyakinan
b. Kebebasan atau hak mendapatkan pendidikan
c. Kebebasan pendapat
3. Persamaan dalam konstitusi Islam
a. Kesetaraan dalam nilai kemanusiaan
b. Persamaan di depan hukum
c. Kesetaraan dalam bernegara
d. Persamaan dalam membayar pajak

e. Persamaan antara orang-orang muslim dan ahlu zimmah

Akal adalah instrument, terhebat dalam kehidupan -manusia dan potensi
penuhnya hanya dapat dicapai melalui pertukaran ide di antara individu.
Kebebasan berpendapat dan mengemukakan pendapat yang mana bentuk dari
kebebasan berekspresi adalah hak bawaan sejak lahir manusia untuk merangsang

hubungan dialektik yang membantu perkembangan dan kemaslahatan manusia.

10 1brahim an-Ni’mah, Ushul al-Tasri’ al-Dusturi fil Islam, (Bagdad: Dewan al-Wagf al-
sany, 2009), him. 171-187.
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Ekspresi adalah pernyataan pendapat seseorang, sehingga kebebasan manusia

sama sekali tiada tanpa kebebasan mengemukakan pendapat.

Kebebasan berpendapat adalah hak yang diperbolehkan untuk warga

Negara. Pondasi kebebasan berpendapat tersebut ada beberapa macam:

- Amar ma’ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan melarang
kepada keburukan)

- Nasihat (menginginkan kebaikan bagi yang dinasehati)

- Bermusyawarah.

- Kebaikan bersama.

Jika syariat Islam telah menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap
individu dengan tujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat maka
sesungguhnya kebebasan berpendapat itu terbatas. Dengan berbagai aturan atau
ukuran yang harus dijaga, karena takut kebebasan berpendapat ini lebih
menyebabkan kerusakan dari pada manfaatnya. Aturan atau ukuran ini adalah

sebagai berikut:'!

a. Tujuan, menyerukan kehebasan berpendapat harus untuk merealisasikan
kebaikan, atau mencegak dari tuduhan kesalahan yang melukai orang
terhadap kejahatannya.

b. Pendapatnya harus sesuai dengan akidah syariat Islam, tidak keluar dari

syariat Islam dengan alasan kebebasan berfikir.

1 1bid., him. 206-208.
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Orang yang mengeluarkan pendapat dalam mengkritik tindakan-tindakan
hakim harus bersandar kepada dalil-dalil yang qathi’ (jelas) dan dalil
tersebut bukanlah dari perkara-perkara ijtihad. Karena pendapat individu
dalam perkara ijtihad bukan yang utama daripada pendapat hakim.

Dalam mengeluarkan pendapat harus dengan etika yang luhur. Tidak
berbicara kotor, tidak mengumpat dan menghina, tidak menyesatkan
pendapat orang, dan tidak menuduh secara asal. Karena kebebasan
berpendapat seperti itu telah berubah menjadi kebebasan yang rusak dan
buruk.

Tentang apa yang ia ungkapkan harus diyakini bahwa ungkapannya benar,
dan harus jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya.

la harus yakin dari kebenarannya dengan apa yang ia ungkapkan dan tidak
berlandaskan kabar angina.

Pendapat yang di lontarkan harus tidak menyebabkan kepada rusaknya
kebaikan atau kepentingan bersama atau kerusakan terhadap orang lain
baik secara individu, maupun kelompok.

la harus mempertimbangkan apa-yang ia ucapkan dengan pendapatnya
antara ‘kebaikan dan juga kerusakan. ltu semua tidak bisa terjadi tanpa
setelah menghayati dan memandang. Ditakutkan akan menyebabkan
terjadinya keburukan yang lebih besar. Demikian juga dengan
memperkirakan tujuan-tujuan syariat. Jika kebaikan disamakan dengan
keburukan maka alangkah baiknya tidak melontarkan pendapatnya.

2. Konsep Maslahah
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Maslahah secara etimologi maslahah adalah sama dengan manfaat.
Menurut Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab, maslahah adalah searti dengan kata
shaalah, berbentuk tunggal dari kata muslahih. Dengan demikian setiap sesuatu
yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-hal yang bersifat
menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti
menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah
layak di sebut maslahah.*2

Secara terminologi maslahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang
dikehendaki oleh Allah swt untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama,
jiwa, akal, keturunan, harta dan benda dengan tingkat signifikasi yang berbeda
satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (ladzah) atau sesuatu yang
menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya
mempertahankannya. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana
untuk menolak/menghindari hal-hal yang merugikan.

Adapun macam-macam maslahah ditinjau dari segi kepentingan dan

kualitas maslahah bagr manusia, yaitu:

1. Maslahah Dharuriyah (& J s &l 4alaal)adalah kemaslahatan yang
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh ‘kehidupan ‘manusia; artinya,
kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang

lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau

12 Malthuf Siroj. Paradigma Ushul Figh: Negosiasi Konflik antara Maslahah dan Nash,
Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2013, him.11.
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menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah
mursalah.*®

2. Maslahah Hajiyah (4 W) 4alaall) adalah yang dibutuhkan untuk
menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan
kelonggaran. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi
kepentingan primer.!* Tingkat kebutuhan hidup menusia kepadanya tidak
berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung
bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung
menuju kearah sana seperti dalam hal mmberi kemudahan bagi pemenuhan
kebutuhan hidup manusia.

3. Maslahah Tahsiniyah (duimeadl) dakaall) adalah maslahah yang kebutuhan
hidup manusia kedepannya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai
tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka
memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah
dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok

manusia.?

Dari segi keberadaan maslahah atau dari segi pembuat hukum (syar’i),
maslahah terbagi menjadi tiga, yaitu:
a. Maslahah al-Mu’tabarah (3 _dxall 4aladll) yaitu maslahah yang

diperitungkan oleh Syar’i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar’i, baik

13 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2009), him. 222.

14 Ma’shum Zein, Menguasai llmu Figh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan
dari Sumber-Sumbernya, (Yogyakarta: LKIS, 2013), him. 164.

15 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., hlm. 228.
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langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya

mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

1. Munasib mu’atstsir (Jfsall o Uall), yaitu ada petunjuk langsung dari
pembuat hukum (syar’i) yang memperhatikan maslahah tersebut.
Maksudnya, ada petunjuk syara’ dalam bentuk nash atau ijma’ yang
menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan
hukum.

2. Munasib mula’im (s S} s Ul yaitu tidak ada petunjuk langsung
dari syara’ baik dalam bentuk nash atau ijma’ tentang perhatian syara’
terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung tidak
menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum
yang disebutkan, namun ada petunjuk syara’ sebagai alasan hukum
yang sejenis.

Maslahah al-Mulghah (5 Wall 4alwaall) atau maslahah yang ditolak, yaitu

maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh

syara*dan petunjukisyara’ yang menolaknya.

Maslahah al-Mursalah (Aw sl 4aledll) kemaslhatan yang keberadaannya

tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui

dalil rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur’an atau

Hadist). Maslahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu maslahah

gharibah dan maslahah mursalah.®

16 Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., hlm. 351-354.
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F. Metode Penelitian
Untuk memperolen data yang dibutuhkan secara sistematis, penulis
menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu
penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah,
naskah, dokumen dan sebagainya.!” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
sumber data dari buku, jurnal, skripsi dan dokumen yang valid berkaitan dengan

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XV11/2019.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini = bersifat deskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan
menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara detail dengan proses
analisis.

Penelitian deskriptis bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang berlaku.
Didalamnya« ada ‘upaya. menggambarkan;. ' menjelaskan, = menganalisa, dan
menginterpretasikan kondisi yang terjadi.’® Dalam  penulisan  penelitian ini,
penulis menggunakan dari sumber pustaka yakni peraturan perudang-undangan,
buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang
untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu tentang putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU/XV11/2019.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), him.9.
18 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara),
him.26.
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Tekhnik pengumpulan data sangatlah penting mengingat penelitian ini

bersifat deskriptif analisis, maka tekhnik pengumpulan data yang digunakan ada

dua yaitu:

a.

Studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan menulusuri berbagai
undang-undang atau literasi yang berhubungan dengan permasalahan
dalam penelitian.Studi doumen, yaitu dengan mencari dan mengkaji
berbagai dokumen seperti putusan MK (Mahkamah Konstitusi),
risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan peramasaalahan
penelitian ini.

Arsip wawancara, Yyaitu tekhnik pengumpulan data dengan
menggunakan metode pengumpulan data wawancara dari berbagi
sumber media atau sumber hukum terpecaya terkait masalah yang

sedang ditelititerhadap subjek penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam-penelitian-ini adalah Al-Qur;an dan
Hadist, undang-undang pemilithan umum—dan putusan Mahkamah
Konstitusi Namor 25/PUU-XV11/2019.

. Sumber data sekunder
Data sekunder yabf digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku,
jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang membahas
tentang hasil hitung cepat pemilu (quick count), serta yang terkait

dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
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5. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yurdis normatif, yaitu
menelaah semua arsip wawancara dan regulasi yang bersangkutan dengan objek
hukum yang sedang diteliti terutama yang berkaitan dengan putusan Mahkamah

Konstitusi tentang rilis hasil hitung cepat (quick count) pemilihan umum.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induksi. Yaitu
penalaran yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat

digeneralisasikan menjadi kesimpulan.®

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis

menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab diantaranya yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara
keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum maslahah dan siyasah

dusturiyyah bermaksut untuk menjelaskan teori yang akan dipakai untuk

19 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM), him. 42
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mendalami masalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang rilis hasil

hitung cepat (quick count).

Bab ketiga, membahas dan mendeskripsikan tentang sejarah putusan
Mahkamah Kosntitusi, legal standing para pemohon, amar putusan serta alasan

majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, penulis membahas tentang analisis teori maslahah dan
siyasah dusturiyyah mengenai alasan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-
X11/2019 tentang rilis hasil hitung cepat (quick count) dan membahas bagaimana
pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.

25/PUU-XI11/2019.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari

uraian penulis skripsi ini.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV11/2019 Tentang Pengumuman
Hasil Hitung Cepat (Quick Count) Perspektif Maslahah, maka dapat dikemukakan

kesimpulan sebagi berikut.

Pertama mengenai legal standing para pemohon dalam judicial review UU
Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam
siyasah dusturiyyah namun tidak spesifik mengatur tentang itu. Legal standing
sendiri diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 kecuali
pada pemohon Hasan Nasbi A, selaku Direktur Utama PT Cyrus Nusantara yang
tidak bisa menunjukkan bahwa badan hukum tersebut bergerak pada bidang
survey atau jajak pendapat sehingga mahkamah tidak dapat mengabulkan

permohonannya.

Kedua pengujian. pasal .UU_Nomor 7 Tahun 2017.yang diajukan oleh
AROPI (Asosiasi Riset dan Opini Publik) merugikan hak “konstitusionalnya
karena dalam pasal tersebut membatasi penyampaian informasi kepada
masyarakat, serta membatasi kebebasan pers yang mempunyai hak untuk mencari,
memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada public serta
membatasi hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi melalui media.
Bahwa pengumuman hasil hitung cepat (quick count) memang sejalan dengan

Hak Konstitusional warga Negara yang mendukung kebebasan hak sipil dan

93
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politik. Namum, Mahkamah dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVI11/2019 bahwa
dalam hal ini Mahkamah lebih mementingkan dan melindungi kemurnian suara
para pemilih sesuai dengan pasal 22E UUD 1945. Dengan pertimbangan bahwa
selisih waktu 1 (satu) jam pada masing-masing wilayah di Indonesia jika tetap di
siarkan hasil perhitungan cepat (quick count) maka akan berdampak pada
masyarakat yang di wilayahnya belum selesai pemilihan ataupun belum

melakukan pemilihan.

Ketiga menurut Perspektif Maslahah jika diukur tingkat kemaslahatannya,
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI11/2019 tentang
pengumuman hasil hitung cepat (quick count) sudah termasuk maslahah. Dan jika
dilihat dari manfaat atau dampak kedepannya Mahkamah memutuskan ini bersifat
Maslahah Dharuriyyah karena yang lebih penting melindungi suara para pemilih
dan untuk mementingkan kepentingan public dari pada kepentingan individu serta
tidak bertentangan dengan syara’. Pengajuan judicial review UU No 7 Tahun
2017 ini juga bisa dikategorikan Maslahah, karena para pemohon mengajukan uji
materi juga karena untuk mendapatkan. hak konstitusionalnya. sebagai warga
Negara Indonesia dan dalam hal "ini ‘bisa "dikategorikan ke “dalam Maslahah
Hajiyyah, dimana keharusan™ adanya ‘hak ‘tersebut tidak sampai ke tingkat

mendesak/Hajiyyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada

seluruh stakeholder bahwa harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat
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atas pentingnya partisipasi dan pengawasan sosial terhadap lembaga survey.
Karena pengumuman hasil hitung cepat (quick count) tidak sepenuhnya akurat
karena di dalamnya masih ada rentang kesalahan (margin of error). Jadi, hasil
hitung cepat (quick count) lembaga survey bukanlah hasil resmi sebelum KPU

mengumumkan hasil secara manual.
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A. Terjemhahan

LAMPIRAN

Hal

Nomor
Footnote

Ayat al-Qur’an dan
Hadist

Terjemahan Ayat

23

26

Ar-Rahman (55): 1-4

(tuhan) yang Maha pemurah.yang
telah mengajarkan al-Quran.dan
menciptakan manusia.

24

28

Ibn Taimiyah

Maksudnya adalah, orang-orang itu
jika ada larangan dari alqur’an
mereka biasa aja dan tidak takut
sekalipun, berbeda dengan jika
larangan tersebut dari seorang
pemerintah, mereka biasanya akan
langsung karena hukumnya
seketika itu juga.

24

29

Al-Imran (3): 110

Kamu adalah umat yang terbaik
yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan
mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah.

35

40

Al-Bagarah (2): 222

Mereka bertanya kepadamu tentang
haidh. Katakanlah: "Haidh itu
adalah suatu kotoran". Oleh sebab
it hendaklah kamu menjauhkan
diri dari wanita di waktu haidh; dan
janganlah ‘kamu mendekati mereka,
sebelum mereka: suci. Apabila
mereka telah suci, maka campurilah
mereka itu di tempat yang
diperintankan  Allah  kepadamu.
Sesungguhnya Allah  menyukai
orang-orang Yyang bertaubat dan
menyukai orang-orang yang
mensucikan diri.

66

51

An-Nahl (16): 125

Serulah mereka ke jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan nasihat yang
baik serta bantahlah mereka dengan




cara yang lebih baik

91 Kaidah Fikih Kebijakan ~ seorang  pemimpin
terhadap rakyatnya harus dikaitkan
dengan kemaslahatan.

92 Kaidah Fikih Menolak mudharat (bahaya) lebih

didahulukan dari
manfaat.

mengambil
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: Indonesia
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